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Pada hari  ihi Jumat,  tanggal  dua foelas,  bulan Juni,  tahun  dua ribu dua

puluh enam (12-06-2026) bertempat di Jakarta, kami yang foertanda tangan
di bawah ini:

E.      AREEIA"EL  GH®ERI  FAurzE,   Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  dan

Periindungan Anak Repi±blik Indonesia,  dalam hal ini beriindak untuk
dan    atas    nana    Kementerian    Pemberdayaan    Perempuan    dan
Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia yang  berkedidrikan  di Jalan
Medan  Merdeka  Barat  Nomor  15  Jakarta  Pusat  10160,  selanjmtnya
disebut PEHAEg KESATH; dan

IE.     RTASARHDDERT  HMAR,   selaku  Ketua  Hariam  Badari  Pengelola  Masjid

lstiqlal, dalarn hal ini bertindak untuk dan alas nana Badan Pengelola
Masjid   lstiqlal,    berkedudThkan   di   Masjid   Estiqlal,   Taman   Wijaya
Kusuma, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat 10710, selanjutnya
disehut PIHAK KEDEFffi®
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PIEIAK  KESATH  dan  PEHAEE  KEDHA  unfuk  selanjutrya  secara  bersama-
sama  disebut  sebagal  PARA  PIHAK  dan  secara  sendiri-sendiri  disebut
PIHAK terlefoih dahaha menerangkan hal-hal sebagal beriket:
a.     bahwa  PIHAK  KESATEF  adalah  kementerian  yang  menyelenggarakan

urusan   pemerintahan   di   bidang   pemberdayaan   perempuan   dan
suburusan    pemerintahan    di    bidang    perlindungan    anak    yang
merupakan  lingfup  urusan  pemerintahan  di  bidang  pemberdayaan

perempuan;
b.     bahwa  PIHAK  REEDHA  adalah  lembaga  yang  dibentuk  berdasarkan

Peraturan Presiden Nomor 64 Tafiun 2019 tentang Pengelolaan Masjid
lstiqlal,  yang  mehiputi  penyelenggaraan  peribadatan,  pendidikan  dan

pelatihan,  sosial  kermasyarakatan,  pemeliharaan  dan  pengembangan
sarana prasarana, serta pelayanan dan pemberdayaan umat; dan

c.     bahwa  dalam  rangka  menduELng  pelaksanaan  kehijakan,  program,
dan   kegiatan   pemberdayaan   perermpuan   dan   perlindungan   anak
berbasis masjid, PARA PIHAH bermaksud mengadakan kerja gama.

Selanjutnya dengan mengingat dasar huk"m sebagal berikut:
1.     Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1984  tentang  Pengesahan  Konvensi

Mengenal Penghapusan Segala Bentuk  Disledminasi Terhadap Wanita

{Corwention  on  the  Ettmina:den  Of AIR  Fonirus  Of  DiscriminedorL  Agcinst
Wome72)  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tarfun  1984 Nomor 29,

Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277) ;
2.     Undarig-Undang  Nomor  23  Tahan  2002  tentang  Perlindumgam  Anak

(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tafiun   2002   Nom®r    log,
Tambahan    Lenharan    Negara `  Rep"blik    Indofiesia    Nomor    4235)
sebagairmana  telah  b€berapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Undang-
Undang    Nomor    17    Tahun    2016    tentang    Penetapan    Peraturan
Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016  tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan    Anak    Menjadi    Undang-Undang    (Lembaran    Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2016  Nomor  237,  Tambahan  Lembaran
Negara RepubRE€ Indonesia Nomor 5946) ;

3.     Undang-Undang   Nomor    12   Tahun   2022   tentang   Tindak   Pidana
Kekerasan Seksual (Lembaran Negara RepubHk Indonesia Tahun 2022
Nomor  120,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor

6792);
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4.     Undang-Undang     Nomor     59     TahHn     2024     tentang     Rencana
Pembangrinan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045  {Lemfoaran
Negara   RepHblik   Indonesia   Tafluri   2024   Nomor    194,   Tamfoahan
Lemfoaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987) ;

5.     Peraturan Presiden Nomor 64 Tafiun 2019 tentang Pengelolaan Masjid
Istiqlal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahan 2019 Nomor  195)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun
2023  tentang  Perubahan  alas  Peraturan  ETesiden  Nomor  64  Tahun
2019  tentang  Pengelolaan  Masjid  Istiqlal  (Lent)aran  Negara  Republik
indonesia Tahun 2023 Nomor 98);

6.     Peraturan   Presiden   Nomor   186   Tahun   2024   tentang  Kementerian
Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan Anak  (Lembaram  Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 NomoF 382);

7.     Perafuran    Presiden    Nomor    12    Tahun    2025    tentang    Rencana
Pembangurian    Jangka     Menengafi     Nasional    Tahun     2025-2029

(Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); dan
8.     Peraturari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan Anak

Nomor  1  Tahun 2025  tentang Organisasi dan Tata Kerj-a Kementerian
Pemherdayaan   Perempuan   dan   Perlindungan   Anak   (Berita   Negara
Republik Indonesia TahHn 2025 Nomor 132).

Berdasarkan  hal  tersebut,  PARA  PEHAEL  sepakat  untuk  menyusuri  Nota
Kesepahaman tentang Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, serta
Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  Berbasis  Masjid,  dengan  ketentuan
sebagal berihat:

BaeI
MAKSHD9 TUJHARE8 EIAN RtFARIG LIRTGKtJP

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menyinergihan program RARA
PIHAK    dalam    kesetaraan    gender,    pemherdayaan    perempuan,    serta

perlindungan perempuan dan anak berfeasis masjid.
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Pasal 2
Nota    Kesepahaman    ini    berfujuan    untlrfe    meningkatkari    efektivifas,
koordinasi,   dan   keria   gama   PARA   PEHAH   dalam   kesetaraan   gender,

pemberdayaan   perempuan,   serta   perlindungan   perempuan   dan   anak
berbasis masjid.

Pasal 3
Ruang  lingkup  Nota  Kesepahaman  iri  meliputi  peningkatan  fungsi  dan

peran PARA PIHAK dalam:
a.     pelaksanaan   Ruang   Bersama   Indonesia   (RBI)   melalui   sosialisasi,

edukasi, dakwah, advokasi, dan penguatan peran ulama, kader ulama,
kader  keagamaan,  dan  pemangEfli  kepentingan  terkait  lalnnya  yang
berperspektif  gender  serta  mendukung  pemenuhan  hak  anak  dan

perlindungafl perempuan dan anak;
b.     pengarmsutamaan      gender,      pemherdayaan      perempuan,      serta

perlin.dungan perempuan dan anak dalam program masjid;
c.     implemeffitasi  dan  pengfiatan  moderasi  foerflgama  bagi  ulama,  kader

ulama,  kader keagamaan9  dan permanglfli kepentingan terkatt lalltnya,
haik laki-1aki daft perempuan, unfuk kesetaraan gender, permberdayaari

perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak; dan
d.    penyediaan, pemanfaatan, dan perfukaran data dan/atau informasi.

RAE IE

ffRIffiAS EBAEN TARTS®EFRIS #AwfiB

Pasal 4

( 1}    EEHAEE EEESATur mempunyal tugas dan tanggung jawab:
a.     memfashitasi PEHAEE E8EDEFA urfuk mendrfung pelaksanaan RBI

melalui  sosialisasi,  edHkasi,  dakwah,  advckasi,  dan  penguatan

peran  ulama,  kader  ulama,  kader  keagamaan,  dan  pemangku
kepentingan   terkait   lainnya   yang   beaperspektif   gender   serta
mendrfung pemenuhan hak anak dan perlindungam perempuan
dan anak;

b.     memherifean  pendampingan,  kensultasi,  advokasi,  dan  pelatihan
kepada PEREAEB KEDEFA; i
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c.     melakulsan  sosiafisasi  dan  penguratan  kapasitas  kepada  ulama,
kader   ulama,   kader   keagamaari,   dan   pemanglan   kepentingan
terkalt lalnnya yang responsif gender dan pechlfi hak anak; dan

d®     menyediakan   dan   merekomendasikan   narasumber,   fasilitator,
serta     bahan     komunikasi,     informasi,     edukasi     mengenai

peflgarusutamaan    gender,    pemberdayaan    perempuan,    serta
perlindungan perempuan dan anak.

(2)    PIHAH KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab:
a.     mendrfung    pelaksanaan    RBI    melalui    sosialisasi,    edukasi,

dakwah,  advokasi,  dan  penguatan  peran  ulama,  kader  ularna,
kader  keagamaan,  dan  pemangku  kepentingan  terkalt  lainnya

yang tBeaperspektif gender seffta mendukunng pemenuhan hak anak
dan perlindungan perempuan dari anak;

b®      mengintegrasikan  perspeEatif  gender,  pemberdayaan  perempuan,
serta perlindungan perempuan dan anak dalam program berbasis
masjid;

c.     melaksanakan  pendidikan  dart penguatan kapasitas  bagi ulama,
kader  ulama,   kader  keagarnaan,   dan   pemangku  kepentingan
terkait lainaya yang respensif gender dan peduli hak anak;

d®     mermfoerikan  pendampingan,  konsultasi,  advokasi,  dan  pelatihan
kepada PEHAK KESATH terkalt moderasi beragana; dan

e®      menyediakan  sarana,  prasarana.,  dan layanan yang inklusif serta
ramah perempuan dan anak.

BAD EH

PELAKSRERART

Pasal 5

(1)    Nota  Kesepahaman  ini  akan  ditindaklanjuti  dengan  Perjanjian  Kerja
Sama dan/atau dofumen ken.a gama lainnya sesual dengafi kebutuhan
dan   kesepakatan   PARA   PIHAK   yang   merupakan   bagian   tidak
teapisahkan darn Nota Kesepahaman ini.

(2)    Perianjian  KeHa  gama  sefeagalmana  dirmaksud  pada  ayat  (1)  paling
sedikit memuat ruang fingkup keHja gama, program dan kegiatan, hak
dari  kewajifeari  PARA  PIHAK,  mekanisme  pelaksanaan,  pembiayaang

pemantauan  dan  evaluasi,  serta ketentuan lain yang disepakati  oleh
PARE PEHAK. i
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(3)    PARA  PIHAK  sepakat  untlrfe  menindaklanjuti  Nota  Kesepahaman  ini
paling  lambat  6  (enam)  bulan  sejak  tanggal  penandatanganan  Nota
Kesepahaman ini.

EAR EV

PEMARTAHAE}F DART EVALHASI

Pasal 6
PARA  PIHAK  baik  secara  sendiri-sendiri  maupun  secara  bersama-gama
akan melakukan pemantaunan dan evaluasi secara berkala paling sedikit  1

(safu)  kali  dalam  1  (satu)  tahun  atau  sewaEL-waktu  apabila  diperlukan
atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

BABY

JARTGRA WAKTH

Pasal 7

(1)    Nota  Kesepahamam  ini  feerlalsti  untuk  jang]ra  waktu  5  (fima)  tahun
terhitung sejak tanggal ditaridatangani oleh PARA RIHAE£.

(2)    Nota Kesepahaman ifli dapat diperpafljang dan/atau diakhiri sebeluln
habis   nasa   berlakunya   berdasarkan   kesepakatan   terfuHs   EARA
PIHAK.

(3)    Perpanjangan dan/atau pengaELiran Nota Kesepahaman sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diajukam oleh salah satu PEHAK kepada PIHAK
lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebehamnya.

Bjue VE

PENBARTAART

Pasal 8
Pendanaan  yang  diperlukan  unfuk  pelaksanaan  Nota  Kesepahaman  ini
bersumber  darn  anggaran  PARA  EIHAK  dan  sumber  lain  yang  sah  serta
tidak memgikat sesual dengan ketemtuan peraturan permndang-undangan.

.
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HBAB VIE

EB©RESP®ENDH;RTSE

Pasal 9
Segala hal yang berhufeungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan
Nota Kesepaharnan ini,  disampalkan  kepada EBARA PEHAK melalui  alamat
sebagal berihat:
a®      PIHAK KESATur

Jabatan    :   Kepala Biro Hukum dan Kerja sama
Alamat      :   Jalan  Medan  Merdeka  Barat  Nomor   15  Jakarta  Pusat

10160

Emall         :   ke±asamaeremenpp]gEaggjfi
Telepon       :    (021)3813351

b.      PIHAK KBDEFA

Jabatari     :   Kepala   Bagian   Perencanaan,   Keuangan,   Hrfum,   dan
Kerja Sana

Alanat
Emal
Telepon

Taman Wijaya Kusuma, Pasar Baru Jakarta Pusat 10710
sekretaria

(021}  3811708

lad.or.id

BAB WEIR

PH}RT¥BLE;SAEART  EDERSREEESEHART

Pasal 10

Apabila    terjedi    perselisihan    berkenaan    dengan    pelaksanaan    Nota
Kesepahalnam ial akan diselesalcam secara musyaRTarah dan muf:ckat oleh
PARE PEHAEB.

EEAEB  EK

EEETENTurART Edam NTH LAIEN

Pasal  1 1

Setiap  perufoahafl  alas  N®ta  Kesepahaman  ini  harus   dilalaunkan   secara
terfulis  berdasarkan  persetujuan  PAE%A  PHEAEE yang  dibuat  dalarn  suatu

perubahan atau adendum yang mermpakan bagiam tidak teapisahkan darn
Nota Kesepaharman ini. i
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BREX
EgETENTHART PEHHTtFP

Pasal 12

(1)    Nota    Kesepahaman    ini    dibuat    dalam    rangkap    2    (dua)    dan
ditandatangani  di  alas  kertas  bermeteral  oukup  oleh  PARA  PIHAK,
masing-masing mempunyai kefuatan hukum yang gama.

(2)    Nota Kesepahalnan ini mulal berlaku pada tanggal ditandatangani oleh
PARA PIHAK.

PIHAK REE¥uA,
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